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ABSTRAK: - bahwa untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan
kecamatan, perlu dilakukan pemetaan batas kecamatan secara pasti, sistematis dan
terkoordinasi; pemetaan batas wilayah kecamatan sebagai upaya untuk
memperoleh kejelasan batas wilayah kecamatan dan menghindari sengketa batas
wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; berdasarkan Pasal 5 ayat (4)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kejelasan
batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat merupakan
persyaratan teknis kecamatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Batas Kecamatan Loksado;

- Dasar Hulum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin, dan
Daerah Tingkat Il Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5495);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914); Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6623); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat
Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala
1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92); Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019
tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529); Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan batas wilayah Kecamatan
Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai pedoman dalam memberikan
kepastian batas administrasi wilayah kecamatan. Penetapan batas wilayah meliputi
batas sebelah utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebelah timur dengan
Kabupaten Kotabaru, sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten
Tapin, serta sebelah barat dengan Kecamatan Padang Batung. Peraturan ini juga
menetapkan luas wilayah Kecamatan Loksado sebesar 312,01 hektare, titik-titik
kartometrik beserta koordinat geografis dan koordinat Universal Transverse
Mercator (UTM), serta peta batas administrasi wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. Peraturan
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 9 Juni 2026






